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MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas Il
Komplek Perkantoran
Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

NO NAMA SOP

NOMOR SOP

1 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA BIASA (DEWASA)

W5-U9/1451/0T.01.3/8/2022

2 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL

W5-U9/1452/0T.01.3/8/2022

3 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA

PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK
BERHASIL

W5-U9/1453/0T.01.3/8/2022

4 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SINGKAT

W5-U9/1454/0T.01.3/8/2022

5 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA TIPIRING

W5-U8/1455/0T.01.3/8/2022

6 | SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

W5-U9/1456/0T.01.3/8/2022

7 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

W5-U9/1457/0T.01.3/8/2022

8 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
PEMILU

W5-U8/1458/0T.01.3/8/2022

9 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

W5-U9/1459/0T.01.3/8/2022

10 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA

W5-U9/1460/0T.01.3/8/2022

11 | SOP PERMOHONAN GRASI

W5-U9/1461/0T.01.3/8/2022

12 | SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

W5-U9/1462/0T.01.3/8/2022

13 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK
DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN
AYAT (3)

W5-U9/1463/0T.01.3/8/2022

14 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 25
AYAT (2)

W5-U9/1464/0T.01.3/8/2022

15 | SOP PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN
BESUK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)

W5-U9/1465/0T.01.3/8/2022

16 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN
TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP

W5-U9/1466/0T.01.3/8/2022

17 | SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA
PIDANAUMUM

W5-U9/1467/0T.01.3/8/2022

18 | SOP PROSE PENYELESAIAN PERMOHONAN
IJIN/ PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)

W5-U9/1468/0T.01.3/8/2022




NO NAMA SOP NOMOR SOP

19 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN W5-U9/1469/0T.01.3/8/2022
DIVERSI

20 | SOP IJIN PEMBANTARAN W5-U9/1470/0T.01.3/8/2022

21 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING W5-U9/1471/0T.01.3/8/2022
PIDANA

22 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI W5-U9/1472/0T.01.3/8/2022
PIDANA

23 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN W5-U9/1473/0T.01.3/8/2022
PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

24 | SOP IJIN/ PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH W5-U9/1474/07.01.3/8/2022
PENYIDIK (PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)

25 | SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN W5-U9/1475/0T.01.3/8/2022

26 | SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI W5-U9/1476/0T.01.3/8/2022

27 | SOP IJIN BEROBAT W5-U9/1477/0T.01.3/8/2022

28 | SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU W5-U9/1478/0T.01.3/8/2022

Catatan : SOP Pidana Umum adalah SOP yang disempurnakan, tidak ada SOP
terbaru.




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1451/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

P

DEKA DIANA

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NAMA SOP PIDANA BIASA (DEWASA)

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/IT/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DI]U/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference

1. SOP Penahanan
2. SOP Permohonan Ijin Pembantaran

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

VBN e

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Biasa

N R WA e

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Biasa

Halaman 1 dari 3




Pelaksana | Mutu Baku
No Aktivitas T | TR i Ket.
Petugas | Staf Panmud | Panmud . | | Persyaratan/
PTSP | Pidana| '¥ | Pidana | Hukum Faniterd “a"‘“’i ":“K | Perlengkapan Woldi|  Chkput
1 Penerimaan - Berkas perkara 1Jam | - Berkas "1
berkas perkara C\: Toa - Checklist diterima/ |
— kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist yang
- Tanda bukti sudah
pelimpahan ditandatanga
o _ ! perkara ni petugas
2 Meneliti v | - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan \ - Cek List 1Jam | Lengkap/tida
berkas | kelengkapan k lengkap
perkara, Ya berkas - tanda terima
termasuk ‘ | pelimpahan
| Barang Bukti | berkas
3 Input data ) - [ [~ Berkas perkara | 5Jam | Berkas 2
SIPP dan Y ‘ - Komputer diterima dan
Penomoran | - Koneksi LAN diberikan
perkara, - SIPP nomor perkara |
pencatatan l | | - Bukuregister
dalam | induk
register
4 | Menyerahkan | Berkas Perkara 1Jam | Ekspedisi
berkas perkara | .
yang sudah [ [ |
| lenglap - S ™
5 Penetapan [ J - Berkas perkara | 3 Har | Penetapan
Majelis Hakim - SIPP penunjukan
Majelis/Hakim
—
6 Penunjukan v | | - Berkas perkara | 3 Hari | Penunjukan PP
Panitera - Sipp
Pengganti (PP) .
7 | Pencatatan & R || - Berkasperkara | 1Jam | Register
penunjukan | - Penetapan Manual
Hakim dan PP penunjukan
ke dalam Buku Hakim dan PP
Register
8 Menyerahkan . - Berkasperkara | 2Jam | Ekspedisi
berkas perkara 4 | ‘ - Penetapan
kepada Majelis
Hakim untuk
dibuat
Penetapan I [
hari sidang |
9 Membuat - Berkas 3 Hari | - Penetapan
Penetapan Y - SIPP penahanan
hari sidang - Penetapan
dan | Hari Sidang
penahanan ] | Pertama
jika ada
10 | Menerima ) = Penetapan 1 Hari | Ekspedisi
berkas perkara A [ Penahanan
dari Hakim l | | - Penetapan Hari
dan mengirim Sidang
penetapan
kepada staf
untuk dikirim |
ke PU dan ' |
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses - Berkas Perkara 113 | - BASidang 3
persidangan h 4 - Court Calendar Hari | - Petikan
sampal Putusan
dengan - Putusan
pengucapan I
putusan
12 |Memasukan v | - Putusan yang| 3 Jam |Tanggal dan
Srrar dan [ sudah di Amar putusan
tanggal putusan tandatangani sudah terisi pada
pada aplikasi ‘ sipp |
SIpP
13 |Mengupload | - Berkas Perkara 1 Hari |Terunggahnya
Putusan/ | - Softcopy putusan/putusan
Putusan Putusan/Putusan anonimisasi ke
Anonimisasi | Anonimisasi dalam SIPP
kedalam SIPP |

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas KPN Ket.
Petugas | Staf Panmud | Panmud " 4 Persyaratan
PTSP |Pidana| ¥ Pidana | Hukum Fanirratakin / ;‘:‘K Pe:rlseyngkapai Waktu QulplE

14  |Pengetikan - Berkas Perkara 1 |Petikan Putusan
petikan putusan - Putusan Hari

15 |Penyampaian .} Petikan Putusan | 1 Hari | - Ekspedisi ‘6
petikan putusan Siap dikirim - Tanda terima
kepada Penyidik, penyampaian
JPU, Terdakwa petikan
dan Rutan

16 |Penyampaian A 4 Salinan Putusan| 5Har | - Ekspedisi Z
Salinan putusan siap dikirim - Tanda terima
kepada Penyidik, penyampaian
JPU, Terdakwa J salinan
dan Rutan

17 |Penyelesaian A4 Berkas perkara 7 Hari |Berkas perkara
berkas perkara

18  |[Meneliti - Berkas  perkara| 3 Hari Berkas perkara
kelengkapan & lengkap lengkap
berkas perkara [

r—‘

19 |Menerima berkas Tidak - Berkas perkara| 2 hari Berkas perkara
dan meneliti lengkap lengkap
kelengkapan - Ekspedisi
berkas perkara ¥

20 |Melakukan v -~ Berkas perkara| 1 han |Berkas perkara

z2t |
penjilidan engkap gei;%é(ap sudah
. |

21 [Menginput - - Berkas perkara 1 Han [Tanggal minutasi
tanggal minutasi - Checklist telah diinput
pada sipp dan kelengkapan pada SIPP dan
dicatat kedalam 1 berkas telah tercatat
register - Ekspedisi pada register

- Buku register

23 |Menyerahkan A4 - Berkas Perkara 3Hari |BA Penyerahan
berkas /nactive ( ) yang sudah Kerja |berkas
ke Panmud Berkekuatan Arsip perkara
Hukum Hukum tetap dan

telah dijahit
- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

‘L Untuk 1 (satu) Berkas Perkara

"2 Apabila ada kendala teknis disertakan data dukung/berita acara

'3 5 bulan sejak pendaftaran perkara sampai dengan minutasi

"4 Waktu yang tertera untuk pembuatan BAS Perpersidangan dan BAS harus selesai sebelum sidang berikutnya

'S5 Kecuali perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat

‘6 Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1452/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

o=l

DEKA DIANA

PROSES PENYELESAIAN PERKARA
NAMA SOP PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI
BERHASIL

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Jo  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat  Keputusan  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379

/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara
Teleconference

SOP Perkara Penahanan Anak

PERINGATAN/ CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D3
SMU Sederajat

N

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Anak
Register Diversi

DNV B WN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud 2 : KPN/ Persyaratan / Ket.
PTSP Staf i Pidana Hukum [Faniteral Hakim WKPN Perlengkapan Waidu)  Output
1 | Menerima berkas _ L Berkas perkara 1 Hari | Berkas
perkara C\ Tidak - Ceklist diterimay/
p—t kelengkapan - Ekspedisi
berkas + Cheklist yang
F Tanda bukti sudah ditanda
pelimpahan tangani
perkara petugas
2 | Menelit - L Berkas Perkara 1 Hari |- Berkas T
kelengkapan f Cek List Lengkap/
berkas perkara \ kelengkapan tidak lengkap
termasuk barang berkas -tanda terima
bukti Ya pelimpahan
I berkas
3 | Menginput data v Berkas perkara | 1 Hari | Berkas
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran Koneksi LAN diberikan
perkara, I - SIPP nomor
pencatatan + Buku register perkara
dalam register induk
induk
4 | Menyerahkan h 4 Berkas Perkara 1 Hari | Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah
lengkap E
5 |Menetapkan * + Berkas perkara 3 Har | Penetapan
Hakim/Majelis + SIPP penunjukan
Hakim . Majelis/Hakim
6 |Menunjuk L 2 + Berkas perkara 3 Harl | penunjukan
Panitera + SIPP PP
Pengganti (PP) .
Mencatat ¥ " Berkas perkara 1 Hari | Register
7 | penunjukan + Penetapan Manual
Hakim/Majelis penunjukan
Hakim dan PP ke Hakim/Majelis
dalam Buku Hakim dan PP.
Register Induk
8 | Menyerahkan Y I Berkas perkara 7 Hari | Penetapan
berkas perkara + Penetapan hakim pelaksanaan
kepada I diversi
Hakim/Majelis
Hakim untuk
mengupayakan
diversi

9 | Melaksanakan J - Berkas perkara 30 |BAS 2
Diversi bagi - Undangan kepada| Har | Pelaksanaan
yang memenuhi pihak terkait Diversi
syarat yang (pembimbing - Kesepakatan
ditentukan kemasyarakatan, Diversi jika

pekerja sosial berhasil
profesional, advo
kat, orang tua,
tokoh
# masyarakat)

10 |Laporan hakim I Laporan 1 Hari | Laporan dan 3
fasilitator - BA  Pelaksanaan permohonan
kepada KPN dan dan kesepakatan diversi
permohonan I Diversi
penetapan jika
upaya diversi
berhasil

11 | Pembuatan - Permohonan 2 Hari | Konsep K
konsep penetapan diversi Penetapan
penetapan - Berkas perkara Diversi
diversi + Kesepakatan

Diversl
- Konsep

h 4 Penetapan
Diversi

Halaman 2 dari 3




Mutu Baku

No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud KPN/ Persyaratan
PTSP Staf PP Pidana Hukum Panitera | Hakim WKPN Periengkapan Waktu Output
12 Penandatangana - Konsep Penetapan | 1 Hari | Penetapan
n penetapan | I Diversi Diversi
diversi
v
1
13 | Pengiriman ] Penetapan Diversi 3 Hari | Tanda Terima
salinan ‘ - Buku Ekspedisi pengiriman
penetapan salinan
diversi kepada penetapan
pihak terkait l
14 | Arsip perkara - - Berkas perkara 3 Hari | BApenerimaan
- Penetapan diversi berkas untuk
( ) - Buku Ekspedisi diarsipkan di
kepaniteraan
hukum

Penjelasan pada kolom Keterangan :

Surat penitipan barang bukti kepada JPU

Pelaksanaan Diversi maksimal 7 hari kerja

Jika tidak berhasil maka hakim membuat penetapan hari sidang dan pemeriksaan dilanjutkan

Panitera dapat mendelegasikan ke Panitera Muda Pidana

Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka perkara bisa dibuka kembali

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1453/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

N
DEKA DIANA
PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NAMA SOP PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI

TIDAK BERHASIL

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11,

12

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang-undang Nomeor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Jo Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference.

SOP Penahanan Perkara Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

ETINES

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Anak

b Al il ol o o

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




N Pelaksana il MutuBaku ]
No | Aktivitas | Ptgs Panmud | Panmud | . | KN Persyaratan Ket.
prsp | SBF 1 PP | pidana | Hukum |Panitera | Hakim I el Peﬂ;::apa‘:l Waktu|  Output ‘
1 |Menerima == =i Berkas perkara 1 | - Berkas
berkas perkara < - Checklist Jam diterima/
Tidak kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist yang
Tanda bukti | sudah di
pelimpahan tandatangani |
e — — perkara | petugas |
2 | Meneliti - Berkas Perkara 3 - Berkas
kelengkapan - Cek List Jam Lengkap/tidak |
berkas perkara kelengkapan kap
termasuk berkas | tanda terima
barang bukti Ya pelimpahian
] berkas
3 ;e#?z;pnut data \ 4 - Berkas perkara 2 Berkas diterima
- Komputer Jam dan diberikan
Penomaoran - Koneksi LAN nomor perkara
perkara, - SIPP
pencatatan I - Buku register
dalam register induk
induk
4 | Menyerahkan v & Berkas Perkara 2 Ekspedisi
berkas perkara Jam
yang sudah |
: lengkap. e | T S - . == ¢ = — i
5 | Menetapkan | - Berkas perkara 2 Penetapan |
HakinyMajedis - swp Jam | penunjukan
Hakim Majetis/Hakim |
6 | Menunjuk L | Berkas perkara 2 penunjukan PP
Panitera l siep Jam
Pengganti (PP)
7 |Mencatat £ 4 - Berkas perkara 2 Register Manual
Pl " penunjuka =
5 penunjukan
Hakim dan PP HakimyMajelis
ke dalam Buku Hakim dan PP
Register Induk
8 |Menyerahkan o B - Berkas perkara 1 Exspedisi
berkas perkara - Penetapan Jam |
kepada
HakimyMajelis I
Hakim untuk
dibuat
penahanan jika
ada
9 |Membuat v - Berkas Perkara 1 - Penetapan 1
Penetapan hari - spp Jam penahanan
sidang - Penetapan Hari
T Sidang Pertama
10 | Menyerahkan & - Penetapan 1 Ekspedisi
penetapan penahanan Hari
kepada staf - Penetapan Harl
untuk dikirim ke Sidang Pertama
PU dan dicatat |
kedalam register
induk dan SIPP |
11 | Proses h 4 - Berkas Perkara |22hari | - BA Sidang | 3
persidangan - Court Calendar - Petikan
sampai dengan Putusan
pengucapan ' - Putusan |
putusan I f
i !
12 |Memasukan h 4 | Putusan yang |3 Jem | Tanggal dan |
amar dan [ sudah di Amar putusan |
tanggal [ tandatangani sudah terisi :
putusan pada | pada SIPP [
aplikasi SIPP i i
i ;
13 |Mengupload v [ - Berkas Perkara 1Hari Terunggahnya |
Putusan/ | - Softcopy putusan/putusan |
Putusan Putusan/Putusan anonimisasi ke |
Anonirnisasi Anonimisasi dalam SIPP [
kedalam SIPP |
14 | Pengetikan | - Berkas Perkara 1 Hari | Petikan putusan
petikan [ - Putusan
putusan I i
] i !
|

Halaman 2 dari 3




15 | Penyampaian Petikan Putusan dan | 1 hari | - Ekspedisi
petikan dan salinan putusan Siap - Tandaterima
salinan putusan dikirim penyampaian
kpd Penyidik, _i petikan /
JPU,ABH,PK salinan
BAPAS dan Lapas

)

16 |Penyelesaian Berkas perkara 3 Hari | Berkas perkara
berkas perkara

17 |[Meneliti Tidak Berkas perkara| 1 Hari | Berkas perkara
kelengkapan lengkap lengkap
berkas perkara

18 |Menerima - Berkas perkara| 1 Han | Berkas perkara
berkas dan - lengkap lengkap
meneliti N - Ekspedisi
kelengkapan < /
berkas perkara

Ya

19 |Melakukan Berkas perkara | 1 Hari | Berkas perkara

penjilidan v lengkap lengkap sudah
dijilid
l

20 |Menulis amar h 4 - SIPP 1 Hari | Data terinput
dan tanggal - Buku Register ke sipp dan
putusan tercatat di
kedalam I register
register induk manual

21 | Menyerahkan - Berkas perkara 1 Han | Tandaterima
Minutasi perkara - Cheklist penyerahan
kepada Panmud kelengkapan berkas berkas
Pidana - Berkas sudah

dijahit
- Buku Ekspedisi

22 | Menginput amar v - Putusan 13Jam | Amardan
dan tanggal - SIPP tanggal putusan
putusan kedalam lengkap
SIPP I

23 | Menginput e-doc - Pertimbangan 1 Pertimbangan
ke dalam SIPP hukum Jam hukum, e-doc

- Putusan putusan dan e-
- SIpP doc Anonimisasi
putusan lengkap

24 | Menerima r - Berkas perkara 1 Checklist sudah
Minutasi perkara - Cheklist Hari | ditanda tangan
dari PP kelengkapan panitera muda

I berkas pidana

25 | Menyerahkan - Berkas Perkara 3Hari | - BA Penyerahan
berkas ke yang sudah Kerja berkas perkara
Panmud Hukum Berkekuatan - Arsip perkara

Hukum tetap
- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :
‘1 Penetapan penahanan jika ada

‘2 Pelaksanaan Diversi maksimal 7 han
'3 Disesuaikan dengan masa tahanan anak

‘4 BAS harus selesai sebelum sidang berikut nya

‘5 Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

NOMOR SOP W5-U9/1454/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

==

% : DEKA DIANA
Kabupaten Sarolangun VR PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SINGKAT
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum .

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference.

SOP Penanganan Meja Pengaduan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
5-1
D-3
SMU Sederajat

Salel o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Singkat

P Dy

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Singkat

Halaman 1 dari 2




. _____ Pelaksana — Mutu Baku l

No|  Aktivitas | Petugas Panmud | o0 ud ; Majelis /| persyaratan/ !

PTSP PP Pidana | Hukum Panitera Hakim W'I'(P Perfengkapan Waktu Output |

1 | Menerimaberkas | Tidak | - Berkas perkara 1jam | Berkas |

perkara ( :: | - Checklist  berkas diterima/ !
! | perkara Ekspedisi |

2 Menediti | -Cek List berkas 2jom | Berkas
kelengkapan perkara Lengkap
berkas perkara

3 Menyerahkan - Berkas Perkara 2 jam | Ekspedisi
berkas perkara

| | |
4 | Menetapian " =W |- Berkas perkara 1jam |Penetapan [
| Majelis penunjukan ‘
'l HakimyHakim Majelis/Hakim
5 | Menunjuk [ [ h 2 | - Berkas perkara 1jam | Surat
| Panitera | | - Penetapan penunjukkan
Pengganti (PP) | ‘ penunjukan Hakim PP dan J5/1SP

6 | Menyerahkan ! ‘ - Berkas perkara 1jam | Ekspedisi |
berkas perkara - Penetapan
kepada Hakim | |

7 | Proses v | - Berkas Perkara 3Hari |BAS
persidsiv | | - terdakwa,Saksi dan | Kerja

| Barang
| el | Bukti lengkap

8 | Menginput data | | - SIPP 1 jam Tercatatnya
SIPP dan - Register Induk dalam SIFP
penomoran Perkara Pidana dan register
perkara, Singkat induk Perkara
pencatatan dalam | Pidana |
register induk | Singkat |

9 | Penyusunan - - Konsep BAS 2 fam | BAS yang |

| putusan dalam | sudah di tanda |
| Berita Acara | ‘ tangani |
| Sidang (BAS) 1 | | |

10 | Pembuatan v - Berkas perkara 3jam | Petikan
petikan Putusan - Konsep Petikan Putusan

Putusan dan BAS yang
1 - Konsep BA sudah diketik
I | rapi |

11 | Penyampaian ] | - Softcopy  Petikan | 3 jam | Petikan |
petikan putusan Putusan Putusan sudah |
kpd penyidik,jpu di upload ke
dan lapas dan SIPP dalam
minutasi berkas bentuk pdf
perkara . —

12 | Menyerahkan v - Berkas perkara 1jam | Tanda terima
berkas perkara / - Ceklist penyerahan |
minutasi , kelengkapan berkas '

| T | berkas |
| Y 1 - Buku ekspedisi |

13 ] Menginput amar | | Y | - Putusan PN 1jam | Amardan

| dan tanggal | - SIPP tanggal
putusan kedalam | putusan
SIPP = —_— T lengkap |
{714 | Menginput e-doc 2 | | - Putusan PN 1 jam | E-doc |
putusan ke dalam i - SIPP putusan !
SIpP - | lengkap |

15 | Menerima v I - Berkas perkara 1hari | Berkas |
minutasi perkara - Ceklist perkara
dari PP kelengkapan <tidah

1 berkas diminutasi |
16 | Menyerahkan - Perkara sudah 3 hari | Beritaacara |
| berkas ke Panmud ‘ [ berkekuatan penyerahan |
| Hukum hukum tetap berkas
! ‘ - Cheklist Arsip perkara

Penjelasan pada kolom Keterangan :

u

Pasal 203 ayat 3 huruf e KUHAP

Setelah sidang pertama dan perkara telah diputus

Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang

Halaman

2dari 2

Putusan menjadi bagian dari berita acara sidang (pasal 203 ayat 3 huruf d KUHAP)

Apabila terdakwa dan saksi tidak dihadirkan, maka berkas dikembalikan ke JPU tanpa penetapan




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1455/0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
/\J"/
DEKA DIANA
PROSES PENYELESAIAN PERKARA
HAMASIR TINDAK PIDANA TIPIRING

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam KUHP.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

9. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DIU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference.

SOP Kepaniteraan Pidana

PERINGATAN/CATATAN :

1. Jika SOP
tercapai

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

N Ot

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan/Cepat

Halaman 1 dari 2

ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan




Pelaksana Mutu Baku
No Akdivitas _— Panmud o | KPN/ y Ket.
gas Pidana Panm Persyaratan
PTSP P Hukum | Fonera | Hakim [ on | Perlengkapan | Waktu | Output
1 | Menerima berkas Tidak - Berkas perkara 1 jam Berkas "1
perkara dari ‘ : i - Checklist berkas diterima/f
penyidik Perkara Ekspedisi
- |
2 | Meneliti : | Cek List berkas 2 jam Berkas
kelengkapan [ | perkara Lengkap
berkas perkara I |
3 | Menyerahkan ¥y Ya Berkas Perkara 2jam | Ekspedisi
berkas perkara
4 | Menetapkan | v Berkas perkara 1jam | Penetapan
Hakim | penunjukan
‘ Hakim
5 | Menunjuk Panitera Y - Berkas perkara 1jam | penunjukan PP
Pengganti (PP) - Penetapan
penunjukan
S RS r J Hakjm — -
6 | Menyerahkan v | - Berkas perkara 1jm | Ekspedisi
berkas perkara | - Penetapan
kepada Hakim |
7 | Proses | v - Berkas Perkara 1 Hari Putusan 2
persidangan - terdakwa, Saksi kerja
dan Barang Bukti
8 | Menginput data | - SIPP ljam | Tercatatnya 3
SIPP dan | - Register Induk dalam SIPP
penomoran | Perkara Pidana dan register
perkara, | Cepat induk Perkara
pencatatan dalam | Pidana
| registerinduk | Singkat
9 | Pengistan Blangko X -Berkas perkara 2jam | Putusan
ke dalam Putusan - Blangko Putusan
10 | Penyampaian _—§ - Petikan Putusan 3jam | Tanda terima 4
petikan putusan - Buku Ekspedisi penyampaian
kepada Petikan
penyidik,jpu, putusan
terdakwa serta | .
lapas dan Minutasi
berkas perkara 8 | I
11 | Menyerahkan v [ [ - Berkas perkara Jjom | Tandaterima
Minutasi perkara [ | - Cheklist penyerahan
| ' kelengkapan berkas
berkas
__ | i - Buku Exspedis
12 | Menginput amar Y | - Putusan 1jam | Amardan
dan tanggal | -SIpPp tanggal
putusan kedalam putusan
L —— —J | lengkap
13 | Menginput e-doc | - Putusan 1 jam e-toc
ke dalam SIPP | -Sipp putusan
5 lengkap
14 | Menginput tanggal ‘——‘ -SIPP Lhari | Dataterinput
minutasi pada - Buku register ke sip dan
SIPP dan dicatat | tercatat di
dalam register register
: —_ | el P W
15 kan 6 | Perkara sudah 3hari |-Berita acara
berkas ke Panmud | berkekuatan hukum
Hukum tetap berkas perkara
| -Arsip perkara

Penjelasan pada kolom Keterangan :

'l Per Berkas Perkara
‘2 Perberkas perkara

i

~

Diisi setelah putus (pasal 209 KUHAP)

Halaman 2 dari 2

Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1456/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

/Z.f'/
DIANA

D

NAMA SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu
lintas.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK{HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

PERINGATAN/CATATAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan
tercapai
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

VbW

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Lalu Lintas

NOU A WN -

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud . KeN/ aratan/
e | PP | “idana | tteud | panitera| Hakim Wi m Skopan | Waktu Output
1 | Menerimaberkas | Tidak - Berkas perkara 1 jam Berkas
perkara Lalu Lalu lintas diterima
lintas dari Q - Soft Copy
dik —1 berkas
2 Meneliti - Berkas perkara Berkas
Kelengkapan Lalu lintas 1 jam lengkap
Berkas - Soft Copy
Ya berkas
3 | Menyusun ¥ J - Berkas perkara Berkas
berkas dan - ATK 1 har | lengkap
Melapisi berkas dengan
dengan kertas karbon
karbon 1
4 | Penetapan < - Berkas perkara 1 jam Penetapan
Penunjukan - Konsep penunjukan
Hakim - penetapan Hakim
-
5 | Penunjukan PP A 4 - Berkas perkara 1 jam Penunjukan
- Konsep
| —
6 Persidangan Berkas perkara 1 jam Putusan
pengucapan
putusan
! |
7 | Menginput v - ATK 1 hari Terinput ke
putusan perkara - SIPP dalam SIPP
tilang di SIPP
8 Mengumumkan v - Salinan Putusan 1 jam Putusan
denda tilang di - ATK terpublikasik
papan - Website an
pengumuman dan
website
9 Mengirimkan ¥ - Salinan putusan 2 jam Tanda terima
salinan putusan - barang bukti pengiriman
dan barang bukti ( ) - Buku Ekspedisi Salinan
ke Kejaksaan putusan dan
Barang Bukti

Penjelasan pada kolom Keterangan :

‘1 Tanpa dihadiri terdakwa

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1457/0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
/:J'—/-
DIANA
NAMA SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat  Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

I

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

nhn

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




. Pelaksana — Mutu Baku
No | Aktivitas Petugas : -
s Mejarr | Fanmud| g, 3sp | Panitera oo Pt s 20/ | waktu | Output
1 Menerima - Berkas perkara 1jam | Persyaratan
|Permohionan - Putusan Permohonan
Banding - ATK Banding
- Surat Kuasa (jika lengkap
ada)
2 |Membuat Akta - Berkas perkara 1 jam Konsep Akta
[Pemnyataan Banding ) Tidak - Puu.salx(n ke Pem\fal.am
< - Surat Kuasa (ji Banding
| by
L——‘ - ATK
3. Mengoreksidan - Berkas Perkara 3jam Konsep Akta
‘Paraf Akta - Putusan Pernyatoan
- Konsep Akta Banding
Permyataan yang telah
| Ya Banding diparaf
- ATK
4. |Menandatangani * - Berkas Perkara Zjam | Akta
Akta Pemyataan - Putusan Permyataan
|Banding - &mephkta Banding
yataan
. | Banding yang
telah diparaf
5  Menginput data - Akta Pemyataan 5 jam Data
Permohonan Banding Banding
Banding di SIPP dan - Putusan terinput di
dicatat dalam - ATK SIPP dan
register - SIPp tercatat
| - Register dalam
| o | register
6 Membuat Laporan | v - mperkara 3Jam | Konsep
Banding - n Laporan
| - Akta Pemyataan Permohonan
| Banding Banding ke
- I | o )
| — S . . . Tinggi_
7 Menandatangani Konsep Laporan 2Jam | Laporan
Ihpuan banding | Pa'n'n;‘t:nk:n Banding
' PengadinTinggl | -
8 Mengirim Laporan v - Laporan 1Hai | Tandabukti
Banding Permohonan pengiriman
Banding
| - ATK
| L - Buku ekspedisi
"0 |Pemberitahuan = v ~~Akta Permohonan 1Hai | Relaas
\Pernyataan Banding pemberitahu
Banding ATK an banding
— |  Surat tugas
10 |Menginput I - Relaas 3Jom | Dataterinput
|Pemberitahuan pemberitahuan dalam SIPP
\Banding di SIPP dan banding dan tercatat
dicatat di register ngP‘; dalam
& register
| - Register
11 |Menerima - Memoan banding 1Hari | Memori
Memorifkontra h 4 - Sofcopy Memori banding
‘banding Memori banding lengkap
ATK_ dibuat
- Register rangkap
sesuai
| kebutuhan
dan tercatat
kedalam
register
manual
12 |Membuat Akta v —_— | - rﬁwﬁ banding 1 Jam Kungmkta
\Tanda terima o - ta ima
Memoari/Kontra % - Register Memori
Banding I banding
|
13 [Menandatangani 23 £ 'mxmsepma lea:c? . 1lm ﬁa tanda
akta penerimaan ma ma
Memorifkontra Memorn banding Mm'!ori
banding ‘ Ya - ATK banding
|14 Menginput T ~Aktatandaterma | 2Jam | Dataterinput
penerimaan Memori banding di SIPP dan
Memori/kontra | - Memori banding tercatat di
Banding ke SIPP | - SIPP register
\dan dicatat dalam ‘ - register
register
15 | Pemberitahuan dan| T Adatndatenma | 1Han | Relaas
i Penyerahan Memari banding pemberitahu
| Memori/kontra - Memori banding an dan
Banding serta input | | - ATK penyerahan

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
Ni Aktivi Petugas
? iyltas piori. Mejarr | FRAMUd| 55/ 35p | panitera L pormanl | waktu | output
16 Pen_cakatan dalam - Relaas 1Jam Data
register pemberitahuan pemberitahu
dan penyerahan an dan
Memori banding penyerahan
- Register Memori
- SIPp banding
- ATK terinput
dalam SIPP
I dan tercatat
dalam
reqgister
17 | Mempelajar y - Berkas perkara 3 Hari Akta telah
berkas perkara - Putusan mempelajari
berkas
3 perkara
18 |Membuat Surat - Berkas perkara 2 Harl - Konsep
Pengantar (bundel A dan surat
Pengiriman berkas bundel B) Berkas
mdng% I{;;'an l - Softcopy putusan sudah
y n - ATK tersusu
berkas bundel A n
dan bundel B
19 | Menanda tangani L - Konsep surat 2 Jam Surat
mrat_?engantar pengantar pengantar
Pengiriman Berkas pengiriman pengiriman
Banding berkas banding berkas
| banding
yang sudah
di tanda
tangani
20 | Mengirim berkas - - Berkas perkara ( 1 Hari Tanda bukti
banding Bundel A & pengiriman
Bundel B)
- Surat pengantar
- ATK
21 | Input surat v - Surat pengantar 1 Jam Data telah
pengantar di SIPP pengiriman terinput di
dan mencatat berkas banding SIPP dan
dalam register I - Register tercatat di
- Sipp register
- ATK
22 | Arsip berkas - Putusan 1 Hari Arsip
perkara banding di X - Akta-akta Kerja | tersimpan
simpan di arsip ' ' - Memori dan sebagai arsip
aktif kontra memori aktif di
banding kepaniteraan
pidana

Penjelasan pada kolom Keterangan :

‘1 Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

2 Kirim lewat Pos dan Email/ Fax/ Aplikasi

'3 Pengisian ini terkait dengan meja II yang ada di PTSP

4 Pengisian ini terkait dengan meja 11 yang ada di PTSP

‘5  Setelah di paraf oleh Panmud Pidana

6 Paling lambat berkas dikirim 14 hari sejak permintaan banding diajukan (pasal 236 KUHAP)

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1458/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

P

DEKA DIANA

PERMOHONAN UPAYA HUKUM

NARA SOP BANDING PEMILU

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku  1I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

il b

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

@NoUnh WM

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud | . KPN/W aratan Ket.
PTSP Mejall | Pidana | J5/3SP | Panitera | “ypy mghpar{ Waktu Output
1 | Menerima Berkas perkara 1jam Persyaratan
Permaohonan ( ) - Putusan Permohonan
Banding | - ATK Banding
- Surat Kuasa (jika lengkap
ada
- Tenggang waktu
banding 3 hari kerja
. | setelah putusan
2 | Membuat Akta - - Berkas perkara ljam | Konsep Akta
Pernyataan s Tidak - Putusan Pernyataan
Banding - - Surat Kuasa (jika Banding
ada)
L-——-—‘ R - ATK
3. | Mengoreksi dan - Berkas Perkara 2jam | Konsep Akta
Paraf Akta - Putusan Pernyataan
- Konsep Akta Banding yang
Pernyataan Banding telah diparaf
Ya - ATK
4. | Menanda ] L - Berkas Perkara 1jam Ada | 1
tangani Akta | * - Putusan Pernyataan I
Pernyataan - Konsep Akta Banding |
Banding Permyataan Banding
S | I, O ] yang telah diparaf
5 | Menginput data v | - Akta Pemyataan 1jam | DataBanding
Permohonan Banding terinput di
Banding di SIPP - Putusan SIPP dan
dan dicatat - ATK tercatat
dalam register | - SIPP dalam
- Register register .
6 Membuat + - Berkas Perkara 1 jam Konsep |
Laporan Banding - Putusan Laporan |
[ - Akta Pemyataan Permohonan |
| ! Banding Banding ke |
i | - ATK Pengadilan
[ T Tinggi
1 1
7 | Menanda | | Konsep Laporan 1 jam Laporan
| tangant laporan Permohonan Banding Banding
| banding | | ke Pengadilan Tinggi
1 I |
8 Menginm | v | - Laporan 2 jam Tanda bukti 2
Laporan Banding | | Permohonan penginman
| Banding
| - ATK
| ——— | Buku ekspedis -
9 Pemberitahuan | h 4 | - Akta Permohonan 1 jam Relaas
Permyataan | Banding pemberitahuan
Banding | | - AT banding
| ] Surat tugas
10 | Menginput * - Relaas 1jam | Dataterinput
Pemberitahuan pemberitahuan [ dalam SIPP
Banding di SIPP banding dan tercatat
dan dicatat di - ATK dalam
register | SIFP register
= — — - RBQRH
11 | Menerima v - Memon Jkontra 1jam |[Memori/kontra
| Memori/kontra banding banding lengkap
| banding - Sofcopy dibuat rangkap
memorifkontra sesuai kebutuhan
I memori banding
- ATK
- Register
12 | Membuat Akta == - Memori fkontra 1jm | Konsepakta |
| Tanda terima . Tidak banding tanda terima
Memori /kontra - - ATK memori
Banding I - - Register banding
13 | Penanda - Konsep akta tanda 1jam | Aktatanda 3
tanganan akta terima memori terima
penerimaan [kontra banding memori
memori /kontra ATK [kontra
banding Ya | banding
14 | Menginput y [ - Aktatanda terima 1jam | Dataterinput
penerimaan memori/kontra di SIPP dan
Memori fkontra | [ banding tercatat di
Banding ke SIPP I | - Memori fkontra register
dan dicatat banding
| dalam register | - S [
| v | - register |
15 |Pemberitahuan | [ - Akta tanda terima 1jam |Relaas
dan Penyerahan | | / kontra memori | pemberitahuan
| Memori fkontra | | | banding |dan penyerahan
| Banding serta ' - Memorif kontra \memori/kontra
| input relas banding banding
ipemben'lahuan 4 | - ATK
L]

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas staf / Panmud | 35735p | Panitera | "PM/W Persyaratan/

PTSP Mejall | Pidana KPN Perlengkapan | Waktu | Output

16 | Pencatatan - Relaas 1jam |Data
dalam register I I pemberitahuan pemberitahuan

dan penyerahan dan penyerahan
h 2 memori /kontra memori [kontra
banding banding terinput
- Register dalam SIPP dan
| - SIPP tercatat dalam
l - ATK reqister

17 | Mempelajari y - Berkas perkara Zjam |Akta telah

Berkas Perkara - putusan mempelajari
berkas perkara
]

18 | Membuat Surat - Berkas perkara 1jm | Konsep surat
Pengantar A 4 (bundel A dan pengantar
Pengiriman bundel B) penginman
berkas banding - Softcopy putusan berkas banding

1 - ATK

19 | Menanda " Konsep surat 1jam  |Surat pengantar
tangani Surat pengantar pengiriman
Pengantar pengiriman berkas berkas banding
Pengiriman T banding yang sudah
berkas banding i ditandatangant

20 | Mengirim berkas v - Berkas perkara 2Jam |Tanda bukti
Banding {bundel A & bundel pengiriman

8)
- Surat pengantar
- ATK

21 | Menginput Surat v - surat pengantar 2jam | Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di SIPP
SIPP dan banding dan tercatat di
mencatat dalam - Register register
register | I . SIPP

- ATK

22 | Assip berkas - Putusan 1Hari | Arsip tersimpan
perkara banding - Akta-akta sebagai arsip
di simpan di - Memori dan kontra aktif di
arsip aktif memori banding Kepaniteraan

Pidana

Penjelasan pada kolom Keterangan :

"1 Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

‘2 Kirim lewat Pos/ Email/ Fax/ Aplikasi

'3 Setelah di paraf oleh Panmud Pidana

‘4 Paling lambat berkas dikirim 14 hari pasal 236 KUHAP (Lihat UU Pemilu)

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1459/0T1.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

A

DEKA DIANA

NAMA SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan Pertama dan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

Lal ol ol o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Kasasi

NOUAWN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ |Panmud . KPN/WK | Persyaratan/ Ket.
PTSP | Mejall | Pidana [7S/3SP |Panitera | ™" oy Perlr?ngkapan Waktu | Output

1 Menerima - Berkas perkara | 1 Hari |Persyaratan *1
Permohonan - ATK Permohonan
Kasasi Q - Surat Kuasa Kasasi lengkap

[r— (jika ada)

2 Membuat Akta L - Berkas perkara | 3 Hari | Konsep Akta
Pernyataan - Dokumen Pernyataan
Kasasi elektronik Kasasi

I - Surat Kuasa
(jika ada)
- ATK

3 Mengoreksi 4 - Berkas Perkara | 1 Hari | Konsep Akta
dan Paraf Akta \ Tidak - Dokumen Pernyataan
pernyataan elektronik Kasasi yang
kasasi - Konsep Akta telah diparaf

Pernyataan
Kasasi
- ATK
4. | Menandatangani - Berkas Perkara | 1Hani | Akta Pernyataan| *2
Akta Pernyataan 4 - Dokumen Kasasi
Kasasi elektronik
- Konsep Akta
Ya Pernyataan
Kasasi yang
telah diparaf

5 Menginput < - Ada 1 Han | Data Kasasi
data Pernyataan terinput di
Permohonan Kasasi SIPP dan
Kasasi di SIPP - Dokumen tercatat dalam
dan dicatat l elektronik register
dalam register - ATK

- Register

6 Membuat v - Berkas Perkara | 1 Han [Konsep Laporan
Laporan - Dokumen Permchonan
Kasasi elektronik Kasasi ke

I - Akta Mahkamah
Pernyataan Agung
Kasasi
- ATK
/7 |Menandatangani - Konsep 1 Hari | Laporan
laporan kasasi Laporan Pernyataan
Permohonan Kasasi
Kasasi ke
Mahkamah
Agung

8 Mengirim - - Laporan 2 Hari | Tanda bukti 3
Laporan Pernyataan pengiriman
Pernyataan Kasasi
Kasasi I - Barcode

- ATK
- Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan ¥ - Aka 1 Han | Relaas
Pernyataan pernyataan pemberitahua
Kasasi Kasasi n kasasi
I - Surat tugas
- ATK

10 [Menginput - Refaas 1 Hari | Data terinput
Pemberitahuan Y pemberitahuan dalam SIPP
Kasasi di SIPP kasasi dan tercatat

dan dicatat di - SIpP dalam register
register | - Register
- ATK

11 | Menerima 8 - Memori Kasasi | 1 Hari | Memori kasasi
Memori - Register lengkap dibuat
[kontra - Softcopy rangkap sesuai
memori Kasasi l memori kasasi kebutuhan

- ATK
12| Membuat L 2 - Memori kasasi | 2 Jam |Konsep  akia
AktaTanda - softcopy memaori tanda terima
terima kasasi memori kasasi
Memaori/ - Register
kontra memori - ATK
Kasasi

Halaman 2 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / |Panmud 5 KPN/WK | Persyaratan Ket.
PTSP | Mejall | Pidana |75 /ISP |Panitera | ™ oy Pe:I?ngkapa{\ Waktu | Output
13 |Menandatangani |1 & - - Konsep akta 2 Jam |Akta tanda
akta L) Tidok tanda terima terima memori
penerimaan memori kasasi kasasi
memori { kontra
memori kasasi
14 | Menginput e ] - Akta tanda 2Jam |Data terinput di
penerimaan terima memori SIPP dan
Memori Kasasi Jr kasasi tercatat di
ke SIPP dan - Memori kasasi register
dicatat dalam - SIPP
register l - Register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda 1 Hari | Relaas
dan Penyerahan terima memori pemberitahuan
Memori / kontra \ 4 kasasi dan penyerahan
memari Kasasi - Memori kasasi memori kasasi
- ATK
16 | Menginput ] - Relaas 2Jam |Data
Relaas pemberitahuan pemberitahuan
Pemberitahuan w dan penyerahan dan penyerahan
dan Penyerahan memori kasasi memori kasasi
Memori / kontra - ATK terinput dalam
memori Kasasi I - Reqister SIPP dan
di SIPP dan - SIPP tercatat dalam
dicatat di register
register
17 |Memberitahukan L d - Blanko 1 Hari |Surat
untuk pemberitahuan pemberitahuan
mempelajari untuk untuk
berkas kepada | mempelajari mempelajari
pihak-pihak berkas berkas
18 |Menginput surat v - Relaas 1 Hari |Data terinput
untuk pemberitahuan dalam SIPP dan
mempelajari untuk tercatat dalam
berkas di SIPP mempelajari register
dan dicatat berkas
dalam register - Register
- SIPP
- ATK
19 |Mempelajari y - Berkas perkara | 3 Hard |Akta telah
Berkas Perkara - dokumen mempelajari
elektronik berkas perkara
J
20 | Mengupload v - dokumen 1 Hari |Dokumen
dokumen elektronik elektronik
elektronik dalam - SIPP MA terupload dalam
direktori direkton
dokumen dokumen
__|eleitronk - ol | |elektronkMA | |
21 | Menyusun dan - Berkas perkara | 3 Hari |Konsep surat
membuat Surat Tidak (bunde! A dan pengantar
Pengantar < bundel B) pengiriman
Pengiriman 1 - barcode berkas kasasi ke
berkas kasasi 1 - ATK MA
22 |Penandatangan Konsep surat 1Jam |Surat pengantar
an Surat pengantar pengiriman
Pengantar pengiriman berkas kasasi
Pengiriman berkas kasasi yang sudah
berkas kasasi Ya ditandatangani
23 | Mengirim berkas - Berkas perkara | 1Hari |Tanda bukti
Kasasi ¥ (bundel A & pengiriman
bundel B)
- surat pengantar
- barcode
- Softcopy berkas
- ATK
24 | Input Surat v - surat pengantar| 1Jam |Data telah
Pengantar di pengirman terinput di SIPP
SIPP dan berkas kasasi dan tercatat di
mencatat dalam - Register register
register I_ - SIPP
I - ATK
25 | Arsip berkas - dokumen 1 Hari | Arsip tersimpan
perkara kasasi D elektronik sebagai arsip
di simpan di - akta-akta aktif di
arsip aktif - memori dan Kepaniteraan
kontra memori Pidana
kasasi

Halaman 3 dari 4




Penjelasan pada kolom Keterangan :
*]1  Dokumen elektronik sebagai mana dimaksud dalam SEMA No. 1/2014
*2  Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

*3  Kirim lewat Pos / Email/ Fax/ Aplikasi

Halaman 4 dari 4



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1460/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

o

DEKA DIANA

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK

NAMA SOP PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai
kelengkapan permohonan kasasi/PK.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberiakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026
/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
5-1
D-3
SMU Sederajat

i L) g

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Printer

Buku Register Perkara Pidana PK

NN hLN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | S/ | panmud| 35/ Panit pe | Hau K?N Persyaratan/ | woo | output
PTSP M;ja Pidana Jsp nitera M wkp Perlengkapan a utpu
N
1 | Menerima - Permohonan Permohonan
Permohonan dan Peninjauan PK perkara
memori PK Kembali 1 Hari |Pidana
- Surat kuasa (jika
ada)
- ATK
T— I B N - Softcopy
2 | Membuat Akta ¥y _ | - Permohonan PK — |Konsep Akta
Pernyataan PK Tidak - ATK 3Har hemyataan
pidana PK pidana
3. | Mengoreksi dan - Permohonan PK Konsep akta
Paraf Akta - Konsep akta permyataan
pernyataan PK 1 Hari |PK pidana
pidana yang diparaf
Ya - ATK
4. | Menanda tangani v - Konsep akta Akta
Akta Pemyataan pernyataan PK pernyataan
PK pidana yang di 1 Hari |PK Pidana
T paraf
[ - ATK
5 | Menginput data v |- Akta pemyataan Data terinput
Tidak PK Pidana di SIPP dan
PK di SIPP dan - Permohonan PK 1 Hari tercatat
dicatat dalam T - Register dalam
register - SIPP register
- ATK
6 | Meneliti - Berkas Perkara |Berkas
kelengkapan yang diajukan PK 4 Hai Perkara
berkas perkara — - Akta pemyataan Lengkap
yang diajukan PK
PK Ya - Memarn PK
7 | Menunjuk ¥ |- Berkas Perkara JHari |Penetapan
HakimyMajelis | yang diajukan PK penunjukan
Hakim melalui - Akta pemyataan majelis
siep PK hakim
I Memor PK terinput
- SIFP dalam SIPP
8 | Penunjukan PP - -~ Berkas Perkara 3IHai |Penetapan
melalui SIPP yang diajukan PK penunjukan
- Akta pemyataan PP terinput
PK dalam SIPP
| - Memori PK
|- step
9 | Mencatat ¥ - Berkas Perkara “ljam |Datatelah
penunjukan yang diajukan PK tercatat
majelis hakim - Akta pemyataan dalam
dan PP dalam K Register
register I - Memori PK
- Register
- ATK
10 | Menerima + - Berkas Perkara 1Hari [Tandaterima
penyerahan [ Yano diajukan PK penyerahan
berkas perkara - Akta pernyataan berkas
PK perkara
- Memori PK
- Register
- Buku Ekspedisi
11 | Menetapkan Hari - Berkas Perkara 3 Hari |Penetapan
Sidang melalu - SIPP hari sidang
SIPP
I S — - e I — et feee ey = .
12 | Menerima berkas ¥ - Berkas Perkara LHari | Penetapan
perkara PK hari sidang
dan
1 memori PK
713 | Pemanggilan Para ‘ - Penetapan hart Relas
| Pihak dan sidang panagilan
Penyerahan - berkas perkara dan
memari PK - memori PK 5Hari | penyerahan
kepada termohon I memori PK
PK
[ 14 | Proses o - Berkas perkara BA
Persidangan dan . 4 - memori PK IPerneriksaan
pembuatan - Relas pangailan . dan BA
berita acara dan penyerahan 7Har fpandapat
pendapat 1 memori PK Kerja
h
15 | Penyusunan Berkas perkara PK Berkas
berkas perkara perkara
PK f 12 Hari

Halaman 2dari 3




Pel a Mutu Baku
No Aktivitas petugas | 32/ | panmud| 35/ , KEN Persyaratan/
PTSP Mgia Pidana | ISP Panitera PP WKP Perlengkapan Waktu | Output
N
16 | Mengupload - Dokumen elektronik 1 Hari Dokumen
dokumen U yang dimohonkan elektronik
elektronik yang PK terupload
dimohonkan PK v |- Akta pernyataan PK dalam
dalam direktori - memari PK direktori
dokumen dokumen
elektronik elektronik
| S — A
17 | Menyusun dan ‘ - Berkas perkara Konsep
membuat surat ) (bundel A dan surat
pengantar Tidak bundel B) 12 Har | PEnOantar
pengiriman - barcode pengiriman
berkas PK ke MA | L ATK berkas PK
ke MA
18 | Penandatangana Konsep surat Surat
n surat pengantar pengantar
pengantar - pengiriman berkas pengiriman
pengiriman PK PK ke MA 1 Hari berkas PK
ke MA yang sudah
Ya ditanda
tanaani
19 | Menginput Surat - - Surat pengantar Data
Pengantar di pengiriman berkas telah
SIPP dan PK terinput
mencatat dalam |- Register 1 Hari di SIPP
register - SIPP dan
- ATK tercatat di
reqister
20 | Mengirim berkas 4 - Berkas perkara Tanda bukti
PK {bundel A & bunded pengiriman
B) .
T - Surat pengantar 3 Han
- Barcode
|- ATK
21 Memberitahukan A4 - Putusan PK 3 Hari Relaas
putusan PK kpd - SIPP Keri pemberitah
pemohon PK, L ATK €39 | uan
Termohon PK, - Buku Ekspedisi putusan PK
\ s I—.—l
22 | Menyerahkan I Dokumen Arsip
arsip berkas ' ) elektronik 3Har (tersimpan di
perkara PK ke - Bundel A & Bundel Kerja |kepaniteraan
kepaniteraan B hukum
hukum

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1461/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI 5

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

A

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

10.

11

12.

13.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

bRl

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Banding

bl = et

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud . Persyaratan/
PTSP Meja i1 Pidana AL Panitera Periengkapan Walty Qutput
1 | Menerima (—) - Permohonan 1 Hari Permohonan
Permohonan grasi grasi lengkap
Grasi - Putusanyang
dimohonkan
grasi
- Surat kuasa
(jika ada)
- ATK
2 | Membuat Akta - - Permohonan 2 Hari Konsep Akta
permohonan _ | Tidak grasi Permohonan
Grasi dari - - Putusan yang Grasi dari
terpidana dimohonkan terpidana
I grasi
- Surat kuasa
(jika ada)
- ATK
3 | Koreksidan Konsep Akta 3 Hari Konsep Akta
pemberian Permohonan permohonan
paraf Ya Grasi dari grasi yang
terpidana sudah diparaf
4 |Menandatangani ¥ Konsep Akta 1 Hari Akta
Akta permohonan permohonan
permohonan grasi yang grasi
grasi sudah diparaf
5 | Permintaan 1 - Akta 8 Hari | Surat
keterangan permohonan keterangan
tentang grasi tentang
terpidana I Surat terpidana dari
kepada permintaan Lapas
Kalapas keterangan
6 | Input data - Akta 1 Hari Data telah
permohonan permohonan terinput dalam
Grasi di SIPP grasi SIPP dan
dan dicatat di - ATK dicatat dalam
Register Grasi - Register register
- SIPP
7 | Menyusun dan ¥ - Berkas perkara| 3 Harl Konsep surat
membuat - Tidak (bundel A dan pengantar
Surat n bundel B) pengiriman
Pengantar | - ATK berkas grasi
Pengiriman ke MA
berkas grasi
8 |Mengoreksi dan Konsep surat 2 Han Surat pengantar
menandatangani pengantar pengiriman
Surat Pengantar pengiriman berkas grasi
Pengiriman Ya berkas grasi yang sudah
berkas grasi [ ditandatangani
9| Mengirim Y - Surat 2 Han Tanda bukii
berkas Grasi pengantar pengiriman
- Atk
10| Tnput Surat = Sorat 5Jam Data telah
Pengantar di L pengantar terinput di
SIPP dan pengirman SIPP dan
mencatat berkas grasi tercatat di
dalam register I - Register register
- Sipp
- Atk
I1 | Arsip berkas A 4 - Putusan 3Han Arsip tersimpan
perkara grasi ‘ ’ - Akta-akta sebagai arsip
di simpan di - Permohonan aktif di
arsip aktif grasi Kepaniteraan
Surat Pidana
keterangan
tentang
terpidana dari
lapas

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1462/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 202

TGL. REVISI 7

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

Pl

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

p

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RL

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Larangan PK tehadap Putusan Praperadilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

53
5-2
51
D3
SMU Sederajat

ol et el

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana

Noonien miol g b

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Praperadilan

Halaman 1 dari 3




‘ Pelaksana Mutu Baku
Wosf kivitas Petugas | Stal / | Panmud | Panmud ] ‘ ] KPN/ | Persyaratan/ | Waktu | o
PTSP “""an pidana | Hukum | 2 PP | Hakim  Panitera| \upy | perengkapan | Artput
S I T el S e o I - -~ i . | -

1 !Menenmaberkas Tidak | i | mtan Berkas

"pmperadlan q | ‘ - Szk;;atkuaﬁs | | yang lengkap
jika ada 1 Jam

‘ ‘ ! - Ceklist !
kelengkapan

| ! | berkas

2 Meneliti L 2 | | | - Permohonan | Ceklist telah
kelengkapan | | | Praperaditan | ditanda
|perrnuhonan pra L | - Surat kuasa | ‘tangani
\peradilan dan [ S jika ada | 2)m
ima’nbmttmda | : - M@Q%Wa :

(terima Ya | n
|Mmg | i i _Permi*?nan I ot |

EE input datadi | [ I [ |Data terinput
1P dan x | | Praperadian | kedolam SIPP
|mencatat dalam | | | - Suratkuasa | |dan tercatat
Iregister ‘ jika ada {3m  kedalam
‘ | | | . Cekiist | |register

T 1 " kelengkapan
| . berkas |

4| Menunjuk Hakim [ [ ‘L_ Berkas [ Penetapan

imelalui SIPP | | | - ATK | penunjukan
| | - SIPP 1Jam |Hakim

| | 1 ‘ |

| | | | | | |

5 ;Menunjuk Panitera | | A - Berkas [ Penetapan
[Pengganti melalui | ‘ | - ATK | penunjukan
\SIPP | - SIPP | Panitera

| | - Penetapan 1Jam | pengganti
| | l penunjukan ‘
| | hakim

6 |Mencatat 2 i : : 7 Berkas I |Data tercatat
!pmunjukanﬂakim | | | - ATK | ‘dalam register
\dan Panitera [ - Penetapan
[Penggant | penunuan
kedalam register . Hakim | 1 Jam

| penunjukan
| | Panitera
| | ' Pengganti |

7 |Menerima | | | - Beﬁmpakam |
Berkas , pra peradilan ‘hari sidang
:dafl Membuat | - ;1:; > 1
|Penetapan | | =
Hari sidang | | | ' |
melalui SIPP _ | ‘ |

o e e 1 B R — i B e - = ! |_
|berkas dari Hakim | - Ekspedisi 1 3am | Perkara
ke Panitera ‘ |
Pengganti | | e | |

9 [Membuat dan [ ¥ | | - Mmmlaﬁa | |Retaasua
\menyampaikan pra peradi panggilan
|panggilan sidang ‘ - ATK | 33am ‘sadang

! - Penetapan
| 1 hari sidang | |

10 IMeiak:aeran | [ . 2 - Bcrkasperkara iBASdang
Proses | : grrak peradilan | i
i I ! - Penetapan hari | H; |

| | m Ker}a |
| 5 - Relaas |
| panggilan . ‘
| | { | | sidang |

11 Melaksanakan [ | I | - wmm i lpmsan
'mn | | - Putusan | 3%,

7 Meinput : 3 I ~Putusan 1 “Pufusan
!putusankr:dalam | ‘ | = 2 l 13m |terinput
\SIPP | kedalam SIPP
| ) : | N e ¢ | . | |

13 IMénginputEdoc | 4 - Putusan | ie-docputusan
.;J:;‘S?mi:edalam ‘ | | - SiPe B .:Iengkap
. | | — e I i

17 Penyelesaian | [ ‘ | - Berkas | 7Hari  Berkas
\berkas perkara | ‘ perkara . perkara

]

18 iMené!in ' v [ - Berkas | 3 Hari |Berkas
\kelengkapan ‘ perkara |perkara
|berkas perkara : | I lengkap | lengkap

| |
| i | | |

Halaman 2 dari 3



Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas
Petugas Mmy: Panmud | Panmud 35 PP |Hakim | Panitera| ™™ Persyaratan/ | | .o Output
PTSP = Pidana Hukum WHKPN Perlengkapan
19 |Menerima 1 | Berkas perkara | 2 hari  |Berkas
berkas dan Lrl Tidak lengkap perkara
meneliti - Ekspedisi lengkap
kelengkapan
berkas perkara
Ya
20 Melakukan h 4 - Berkas 1 hari |Berkas
peniilidan perkara |perkara
lengkap lengkap
| sudah dijilid
21 Menginput - Berkas 1 Hari |Tanggal
tanggal minutasi + perkara minutasi
pada sipp dan - Checklist telah diinput
dicatat kedalam kelengkapan pada SIPP
register berkas dan telah
- Ekspedisi tercatat
- Buku pada
register register
16 Menyerahkan - Berkas Perkara BA
berkas in active ke dan Putusan 3 Hari Penyerahan
Keianitemm A 4 - gm Kerja WMaS
Hukum =
(@D .

Penjelasan pada kolom keterangan :
Terhitung sejak pembacaan permohonan

it |

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5-U9/1463/0T7.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

~
MAHKAMAH AGUNG R.L /;-"7

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung BERA D AlA
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
Kembang Kabupaten Sarolangun NEiTh PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL
29 AYAT (2) DAN AYAT (3)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
Acara Pidana 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
KElBEal Kehaliman PERINGATAN/CATATAN :

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 NUALEICASTPELABIANA &

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 1.. 53
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 | 2. S2
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2- g'_g
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan 5. SMU Sederajat

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan PERALATAN/PERLENGKAPAN:

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor | 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 2. Kgmputer
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi | - Printer
Peradilan 4. Buku Register Penahanan
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar  Pelayanan PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang | Berkas Perkara Pidana
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJUfSK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2




Pelaksana

Mutu Baku
Aktivitas Ket.
Petugas Staf Panmud Panitera KPN [ Persyaratan/ Waktu OCutput
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
Menerima Permohonan  dan Tanda Terima
permohanan Q Tidak lampirannya 1 am
ATK
1
Meneliti Permohonan  dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan Tanda tenma
2 Jam
Ceklist
Ya kelengkapan
berkas
Membuat konsep Permohonan Konsep
Penetapan Tidak lengkap Penetapan
perpanh jangan + ATK 3%m
anan |
penal
Mengoreksi dan Konsep penetapan Penetapan
memaraf konsep 2 yang sudah
penetapan ¥ 2 Jam diparaf
Vﬂ Panmud
3 Pidana
Mengoreksi dan Penetapan  yang Penetapan
Paraf Penatapan Tidak sudah diparaf 23am | Y2 sudah
perpanjangan Panmud Pidana diparaf oleh
penahanan Panitera
Menandatangani | ey Penetapan yang Penetapan
perpanjangan j Ya sudah diparef | |, | yang sudah
penahanan | Panmud Pidana ditanda tangan
| | dan Panitera
Mencatat kedalam Penetapan  yang Tercatat
Register sudah ditanda kedalam
perpanjangan tangan 1 Jam Register
penahanan
Mengirim w Penetapan 3 Jam Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi pengiriman
perpanjangan
penahanan ke
pemohon
Menyimpan arsip - Berkas Penetapan
penetapan D permohonan  dan perpanjangan
perpanjangan penetapan 1 Hari penahanan
penahanan perpanjangan tersimpan dalam
penahanan arsip

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1464/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

B

DEKA DIANA

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN ATAS
PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL
25 AYAT (2)

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/IIf2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor  77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

OB W

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Buku Register Penahanan

B Al

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Petugas Panmud KPN [/ Persyaratan/
PTSP Staf Pidana Panitera WHKPN Perlengkapan Wakig Output
Menerima Tidak Permohonan  dan Tanda Terima
permohonan ' ; lampirannya 1 Jam
ATK
| |
Meneliti Permohonan  dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permaohonan Tanda terima
2 Jam
Ceklist
Ya kelengkapan
berkas
Mambuat Permohonan Konsep Penetapan
Konsep b Tidak lengkap
Penetapan < ATK 3 Jam
perpanjangan
penahpnan l|_----ﬁ
Mengoreksi dan /\ Konsep penetapan Penetapan yang
memaraf konsep > 2 3am sudah diparaf
penetapan V"' " Panmud Pidana
Mengoreksi dan Penetapan  yang Penetapan yang
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf 2k sudah diparaf
perpanjangan Panmud Pidana Panitera
penahanan
Menandatangani Ya = Penetapan yang Penetapan yang
perpanjangan sudah diparaf 1 Jam sudah ditanda
penahanan Panmud Pidana tangani
Se— dan Panitera
Mencatat kedalam Penetapan  yang Tercatat kedalam
Register sudah ditanda Register
perpanjangan tangani 2 Jam
penahanan
|
Mengirim ,} Penetapan Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi 3Jam | pengiriman
perpanjangan
penahanan ke
JPU
Menyimpan arsip Y Berkas Arsip perpanjangan
penetapan CD permohonan  dan penahanan
perpanjangan penetapan 1 Hari | tersimpan
penahanan perpanjangan
penahanan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1465/0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
/\‘V//
DEKA DIANA
SOP PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN
NAMA SOP BESUK (PERKARA PIDANA UMUM,
TIPIKOR, ANAK DAN PERIKANAN)

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Menkeh RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun
1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 : Ijin
Besuk)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020  tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Ly b e

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Tipikor

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Perikanan

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak

SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

HBeLAERS B

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SO Dot L b b

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
R K Shtﬁs Pﬂ’.ﬁ? Majedi
epan aan ajeis
Pores® | Pidana / Pidana / |Panitera| Hakim/ | PersYaratan/ | yauq, Output
Tipikor / Tipikor / Hakim englapa
Perik Peril
Menerima surat Permohonan izin Permohonan Izin Permohonan izin
besuk dari Pemohon besuk besuk lengkap
1 Jam
Membuat izin besuk v - ATK Konsep surat Izin
Tid - Data SIPP besulk
% . - Permohonan izin
besuk 2 Jam
1
Mengoreksi dan memberikan Konsep surat Izin Surat izin besuk
paraf \ besuk yang sudah
2Jam | diparaf
Y
Menandatangani Penetapan izin _t - Permohonan Penetapan lzin
besuk - ATK besuk yang
- Surat izin besuk sudah di
yang sudah 1Jam | tandatangani
I diparaf
Menyerahkan Penetapan izin v - Penetapan Izin Tanda terima
besuk kepada Pemohon D besuk yarg penyerahan surat
sudah di 2 Jam izin besuk
tandatangani kepada pemohon
- Buku Ekspedisi

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1466/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

DE

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1)
(2) dan (3) KUHAP

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana,Tipikor dan Perikanan
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S5-1
D-3
SMU Sederajat

A e O

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

NN el N

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud Panitera Hakim KPN / Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Pidana WKPN Perlengkapan
1 Membuat - Berkas perkara Konsep LT
permohonan P Tidak - Penetapan permohonan
perpanjangan < penahanan Majelis perpanjangan
penahanan ke PT Hakim dari Ketua Majelis
melalui KPN - Penetepan 2 Jam
perpanjangan
penahanan oleh KPN
- Buku Ekspedisi
- ATK
2 Mengoreksi konsep Konsep permohonan Permchonan
permohonan perpanjangan berserta perpanjangan
perpanjangan dan berkas perkara 31am | o Ketua Maielis
memberi paraf
3 | Menandatangani "—'-—* - surat  permohonan surat
surat permohonan Ya perpanjangan permohonan
perpanjangan penahanan Yang | 5 . | perpanjangan
penahanan ke PT sudah diparaf penahanan yang
J sudah
| ditandatangani
4 | Membuat surat A 4 - Permohonan Konsep surat
pengantar perpanjangan 3 am permohonan ke
permohonan ke PT - berkas perkara PT
5 | Penandatanganan Konsep surat Konsep surat
surat pengantar ke permohonan permohonan
FT perpanjangan perpanjangan
penahanan 3Jem | penahanan yang
I sudah diparaf
6 | Pengiriman surat v - Permohonan Tanda bukti
permohonan perpanjangan pengiriman
perpanjangan penahanan
penahanan ke - Buku Ekspedisi
Pengadilan Tinggi 3Jam
7 Penyimpanan arsip Surat permohonan Arsip surat
surat permohonan 4 perpanjangan
perpanjangan ( ) penahanan pertinggal perpanjangan
penahanan ke PT 1 Har penzhanan
tersimpan

*1. Permohonan perpanjangan penahanan diajukan minimal 10 hari sebelum masa tahanan berakhir

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP W5-U9/1467/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun
MAHKAMAH AGUNG R.L

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II /‘;’,‘/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang _/

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
SOP PENANGGUHAN PENAHANAN
NAMASOP PERKARA PIDANA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

L Undang-:ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum | 5op penyelesaian Perkara Pidana (Biasa, Tipikor, Perikanan dan Anak)
Acara Pidana

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun { PERINGATAN/CATATAN :

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan | Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
Kesekretariatan Peradilan dengan baik

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik KUALIFIKASI PELAKSANA :

4, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

1. S3

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II | 2, s-2

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi | 3. S-1

Peradilan 4. D3
5. SMU Sederajat

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan PERALATAN /PERLENGKAPAN:

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan :
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang At 1le Kanfer{

2. Komputer
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur | 3, Jaringan Internet/LAN
Administrasi Pemerintahan 4. Printer
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan | 5. Scanner
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang g DS"K%S;" Fotocopy

Pedoman Standar Pelayanan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

PENCATATAN D N:
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018  tentang A ANPENDATAR

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat | 1- Foto copy KTP Pemohon
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Formulir Ljin Bantar
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DIU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara 7eleconference

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas
Petugas Panitera Panmud Panitera . Persyaratan /
PTSP Pengganti Pidana Hakim Perlengkapan Walkau Qutpuat
Menerima surat Permohonan Permohonan permohonan
Penangguhan Penahanan dari ( ) Tidak Penangguhan penangguhan
Pemohon Penahanan 1Jam | penahanan
Surat Kuasa jika ada
A 4
Meneliti kelengkapan \ Permohonan permohonan
permohonan penangguhan penangguhan 2 3m | Penangguhan
penahanan penahanan penahanan
Berkas perkara lengkap
Memeriksa dan Ve .} berkas perkara Persetujuan
mempertimbangkan Surat permohonan 3 Jam atau
permohonan penangguhan + kelengkapan penolakan
penahanan | persyaratan
Membuat konsep penetapan v ATK Konsep
penangguhan penahanan + berkas perkara penetapan
surat permohonan 3Jem | penangguhan
1 1 yang sudah disetujui penahanan
Menandatangani penetapan L Konsep penetapan penetapan
penangguhan penahanan penangguhan 2 Jam penangguhan
1 penahanan penahanan
Membacakan penetapan A 4 Penetapan Salinan
penangguhan penahanan penangguhan 5 pm | PERetEpan
penahanan penangguhan
r—’ penahanan
Penyerahan Penetapan dan - Uang jaminan BA penerimaan
menerima uang jaminan penetapan 3jam uang jaminan
penangguhan penahanan (jika penangguhan penangguhan
ada) R penahanan penahanan
Menyimpan arsip penetapan Berkas  permochonan Arsip
penangguhan penahanan é dan penetapan | .. | penangguhan
penangguhan penahanan
penahanan tersimpan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1468/0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
/‘:7
DEKA DIANA
SOP PROSES PENYELESAIAN
NAMA SOP PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Pasal 32 — Pasal 37)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

2009 tentang

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/I1/2012
Peradilan

tentang Standar  Pelayanan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018

Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak
SOP Penyelesaian Perkara Tipikor

SOP Penyelesaian Perkara Perikanan

o

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

L T

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

HEGVAN B0

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

Halaman 1 dari 2

tertib administrasi tidak akan




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panmud
Petugas Pidana |/ . KPN f Persyaratan/
PTSP - Tipikor / Faniter WKPN Perlengkapan | Wkt Qutput
Perikanan
1 | Menerima Tidak -Permohonan dan Tanda terima
Permohonan ' : lampirannya Permaohonan
-Softcopy danl 1 Jam
penyidik
-ATK

2 | Meneliti v -Permohonan dan Permohanan
kelengkapan \ lampiranya lengkap
permohonan -Tanda tenma

permohonan 4 Jam
-Ceklist
Ya ketengkapan
berkas

3 Membuat v -Permohonan Konsep
Penetapan ijin Tidak lengkap Penetapan
penggeledahan < -ATK 2 Jam

| ——

4 | Mengoreksi dan l Konsep penetapan Penetapan
memaraf konsep o yang sudah
penetapan Lz 3Jam | diparaf oleh

V’ﬁ Panitera Muda

5 Mengoreksi dan Penetapan yang Penetapan
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf oleh yang sudah
ijin/persetujuan Panitera Muda 1 Jam diparaf oleh
Penggeledahan Panitera

Ya

6 | Menandatangani L 4 Penetapan yang Penetapan
ijin/persatujuan sudah diparaf oleh yang sudah
Penggeledahan Panitera Muda dan | 1Jam | ditanda

T Panitera tangani
1

7 | Mencatat kedalam Y Penetapan yang Tercatat
Register sudah ditanda 1 Jam kedalam
ijin/persetujuan tangani Register
Penggeledahan L

8 | Mengim 2 -Penetapan Tanda bukti
penetapan -Buku Ekspedisi 3 Jam pengiriman
fjin/persetujuan
Penggeledahan

9 | Menyimpan arsip Berkas Arsip ijin /
penetapan v permohonan dan persetujuan
ijin/persetujuan ( ) penetapan ijin / 1Har | Penggeledahan
Penggeledahan persetujuan tersimpan

Penggeledahan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1469/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

g

DEKA DIANA

SOP PROSES PENYELESAIAN

NAMA SOP PERMOHONAN DIVERSI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Jo  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan

Surat  Keputusan  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379
/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara
Teleconference

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan
tercapai

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi tidak akan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S3
5-2
51
D-3
SMU Sederajat

el

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intermet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Diversi

NoOUAWN e

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Permohonan Diversi

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Petugas Panmud ., KPN/ Persyaratan/
rrop Staf Panitera N Perengkapan Waktu Output
Menerima -Permohonan Tanda Terima
Permohonan (: . Penetapan Diversi 1 dan
Penetapan Diversi -Berita Acara Diversi B permohonan
-Kesepakatan Diversi Pen.diversi
Mengoreksi -Permohonan Berkas
Kelengkapan Penetapan Diversi . permohonan
permohonan diversi -Kesepakatan Diversi | 2Jm | Diversi
Ya lengkap
Membuat konsep + -ATK Konsep
Penetapan Diversi Ti -Berkas permohonan Penetapan
idak 7 Z
< Diversi 1 Hani
| §
Mengoreksi konsep -Konsep penetapan Konsep
dan paraf -Berkas permohonan penetapan
Penetapan Diversi » 3 fam yang sudah
- L diparaf
Ya Panmud
S— Pidana
Mengoreksi dan -Penetapan yang Penetapan
paraf Penetapan Tidak sudah diparaf yang sudah
Diversi Panmud Pidana 3jam | diparaf
-Berkas permohonan Panitera
Ya
Menandatangani v -Penetapan yang Penetapan
penetapan Diversi sudah diparaf Diversi
Panmud Pidana dan| 1 jam
T Panitera
[ -Berkas permohonan
Menginput data di L 2 -Penetapan Diversi Data terinput
SIPP dan -Berkas permohonan dalam SIPP
pencatatan -SIPP S5jm | dan tercatat
kedalam Register -Register dalam register
e S
Mengirim -Penetapan Tanda bukti
penetapan Diversi -Buku Ekspedisi pengiriman
kepada Permohon 2 Hari
Menyimpan arsip -Berkas permohonan Arsip Diversi
penetapan Diversi ‘ , -penetapan Diversi 1 Hari tersimpan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1470/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI ™

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

=

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP IJIN PEMBANTARAN

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana di pengadilan secara
elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal
9) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1989 tentang Tahanan Yang Menderita Sakit (Pasal 9
Ayat 1 (pembantaran/stuiting), Ayat 2 (sakit jiwa))
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14.PW.07.03
Tahun 1983 tentang Pembantaran (Poin 28)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal persidangan perkara pidana
secara Teleconference

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

[T SR PV N

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

OGN i

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register Penahanan

Halaman 1 dari 2




Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud
Pidana /
Tipikor [
Perikanan

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Qutput

Menerima surat
Permohonan Pembantaran

Tidak

¢

- Surat
pemberitahuan
dari Rutan
Surat
keterangan
rumah sakit

1 jam

- Tanda terima
surat
pemberitahuan

- Surat keterangan
rumah sakit

Meneruskan surat
permohonan pembantaran

Da

Surat
pemberitahuan
dari Rutan

- Surat
keterangan
rumah sakit

1jam

Surat pemberitahuan
lengkap

Memeriksa dan membuat
pertimbangan permohonan
pembantaran

- Berkas perkara

- Surat
pemberitahuan
dari rutan

- Surat
Keterangan
rumah sakit

1 Han

Menyetujui
pembantaran

Mengetik konsep penetapan
pembantaran

. Berkas perkara

- Surat
pamberitabuan
dari rutan

- Surat
Keterangan
rumah sakit
ATK

4 jam

Konsep penetapan
pembantaran

Menandatangani penetapan
pembantaran

Konsep
penetapan
pembantaran

2 jam

Penetapan
pembantaran

Menyerahkan penetapan
pembantaran

-Penetapan
pembantaran
-Buku Ekspedisi

1 Hari

Tanda bukti
penyerahan

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP W5-U9/1471/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II /\lu/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang g /

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
N SOP BANDING PIDANA

DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum | 1 sOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana Umum,

Acara Pidana Tipikor, Perikanan dan Anak
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 2 SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan

Kekuasan Kehakiman Anak

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang |3 Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum PERINGATAN/CATATAN :

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

Kesekretariatan Peradilan KUALIFIKASI PELAKSANA :
5. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan

persidangan perkara pidana di pengadilan secara 1. 53
elektronik 2. 52

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 | 3- S-1
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 4. D3

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor | 5. SMU Sederajat

: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan PERALATAN/PERLENGKAPAN:
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il | 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi | 2. Komputer

Peradilan 3. Jaringan Internet/LAN
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera | 4. Printer

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang | 5. Scanner

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur | 6. Mesin Fotocopy

Administrasi Pemerintahan 7. SIPP

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pedoman Standar Pelayanan 1. Berkas Perkara

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan | 2. Buku Register Banding
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang | 3. Peralatan Komputer
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
o Staf Panitera
it kepaniteraan Muda
Petugas Pidana / Pidana / . Persyaratan /
PTSP Tipikor / Tipikor / Panitera Perlengkapan Waktu Output
Perikanan [ Perikanan
Jsp
Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permohonan
banding Q - Komputer 1 pencabutan
- Surat M1 banding dari
permohonan pemohon
L - ATK
Meneliti persyaratan \ - Permohonan Persyaratan
permohonan pencabutan - Surat kuasa jika permohonan
banding ada 1 Hari pencabutan
Ya Sipp banding lengkap
Mengetik akta pencabutan l - Akta Banding Konsep Akta
pernyataan banding i - permohonan pencabutan
» Tidak pencabutan 1 Hari pernyataan
- banding lengkap banding
ey - ATK
Mengoreksi dan paraf akta - Akta Banding Konsep Akta
pencabutan pemnyataan - Konsep Akta pencabutan
banding pencabutan 1 Hari pernyataan
pernyataan banding sudah
Ya banding diparaf
j - ATK
Menandatangani akta Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan permnyataan pencabutan permyataan
banding yang telah ditanda pernyataan banding 1 Hari banding yang
tangani pemohon I sudah diparaf sudah
ditandatangani
Menyerahkan akta pemyataan - Buku ekspedisi Tanda bukti
pencabutan permohonan A - Akta pencabutan pengiriman
banding pernyataan
g0 | oy
ditandatangani
- ATK
-
Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi - Tanda bukti
pencabutan permohonan h 4 - Akta pencabutan pengiriman
banding ke Pengadilan Tinggi permyataan - Relaas
dan Pemberitahuan banding yang Pemberitahuan
Pencabutan kepada sudah 1 Had Pencabutan
Termohon Banding ditandatangani Banding
- ATK
Menginput pencabutan v - Akta pencabutan Data terinput
pernyataan banding kedalam pernyataan kedalam SIPP dan
SIPP dan mencatat dalam banding 5 jam tercatat kedalam
Register . SIPP register
| - Register
- ATK
Mengarsipkan akta - Akta pencabutan 2 Jam Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pemyataan
permohonan banding D banding




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1472/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

I

DEKA DIANA

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

NAMA SOP KASASI PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana di pengadilan secara
elektronik

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5
Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat
pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai
pedoman tugas bagi pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Kasasi/PK
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara Jo Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Pada Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara Pidana Umum, Tipikor,
Perikanan dan Anak

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Anak

3. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

bl Ll o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

N, 0l

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Kasasi
3. Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Panitera Keterangan
Staf kepaniteraa Muda
Pep‘_‘r";’ Pidana / Tipiker /| Pidana/ | Panitera m‘::p: :: Waktu Output
Perikanan [ J5P Tipikor /
La =4 il
1 Menerima dan memeriksa TR - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permaohonan
kasasi (;; . ATK - pencabutan
- Komputer B kasasi dari
- Surat pemohon
permohonan
2 Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permohonan pencabutan \ - Surat kuasa jika permohonan
kasasi ada 1 han pencabutan
Ya - SIPP kasasi lengkap
—
3 Mengetik akta pencabutan v - Akta Kasasi Konsep Akta
pemyataan kasasi P Tidak - permohonan pencabutan
- pencabutan 1 hard pernyataan
kasasi lengkap kasasi
——— - AT
4 Mengoreksi dan paraf akta - Akta Kasasi Konsep Akta
pencabutan pemyataan - ATK pencabutan
kasasi ; Konsep Akta 1 hari permyataan
pencabutan kasasi sudah
a pernyataan diparaf
kasasi
5 Menandatangani akta v Konsep Akta Akta Setelah akta
pencabutan pemyataan pencabutan pencabutan ditandatangani,
kasasi bersama pemohon pemyataan kasasi permyataan kemudian akta
sudah diparaf 1Hari | kasasi yang diberikan
sudah kepada
ditandatangani | Pemohon
6 Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi - Tanda bukti
pencabutan permohonan h 4 - Akta pencabutan pengirman
kasasi ke Mahkamah Agung pernyataan - Relaas
dan Pemberitahuan kasasi yang 1 Har pemberitahu
Pencabutan kepada sudah an
Termohon Kasasi ditandatangani
- ATK
7 Menginput pencabutan - Akia pencabutan Data terinput
pernyataan kasasi kedalam h 4 pernyataan kedalam SIPP
SIPP dan Mencatat dalam kasasi 5 dan tercatat
Register . slpp RPM - kedalam
l - Register register
- ATK
8 Mengarsipkan akta & Akta pencabutan 2)am | Arsip
permyataan pencabutan D pernyataan kasasi tersimpan
permohonan kasasi




MAHKAMAH AGUNG R.L.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1473/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

o

DEKA DIANA

PENCABUTAN PERMOHONAN

NARR S0P PENINJAUAN KEMBALI PIDANA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum | 1. SOP Penerimaan Permohonan PK Perkara Pidana Umum, Tipikor,

2.

10.

11.

12.

13.

Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana di pengadilan secara
elektronik

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5
Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat
pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai
pedoman tugas bagi pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Kasasi/PK
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara Jo Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Pada Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Perikanan dan Anak

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Anak

3. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

[0, I - S T 6 I

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara

N Sk B

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara, Buku Register PK dan Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Ket
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf i
Aktivitas kepaniteraan P:;lurg:am
Petugas Pidana / 3 4 Persyaratan /
PTSP Tipikorl -I;ilgiakl:’ar; Panitera Perlengkapan Waktu Output
Perikanan / iKa
ISP Perikanan
Menerima dan Tidak - Buku Register 1jam | Diterimannya
memeriksa - Berkas Perkara permohonan
permohonan - Komputer pencabutan
pencabutan - Surat Peninjauan
Peninjauan Kembali permohonan Kembali dari
- ATK pemohon
Meneliti persyaratan - Permohanan 1 Hari | Persyaratan
permohonan \ - Surat kuasa jika permohonan
pencabutan ada pencabutan
Peninjauan Kembali Ya - SIPP Peninjauan
Kembali lengkap
Mengetik akta - Akta Peninjauan 1 Hari | Konsep Akta
pencabutan Y § Kembali pencabutan
Peninjauan Kembali < Tidak - permohonan Peninjauan
pencabutan Kembali
I Peninjauan
Kembali lengkap
- ATK
Mengoreksi dan paraf L 4 - Akta Peninjauan 1 Hari | Konsep Akta
akta pencabutan Kembali pencabutan
Peninjauan Kembali \ - Konsep Akta Peninjauan
pencabutan Kembali sudah
Ya Peninjauan diparaf
Kembali
| - ATK
Menandatangani akta L 2 Konsep Akta 1 Hari | Akta pencabutan
pencabutan pencabutan Peninjauan
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali yang
bersama pemohon Kembali sudah sudah
I diparaf ditandatangani
Mengirim akta - Buku ekspedisi 1 Hari - Tanda bukti
pencabutan  J - Akta pencabutan pengirima
permchonan Peninjauan - Relaas
Peninjauan Kembali ke Kembali yang pemberitahuan
MA dan sudah
Pemberitahuan ditandatangani
Pencabutan kepada - ATK
Termohon PK
Menginput pernyataan v - Aktapencabutan | 5jam | Data terinput
Peninjauan Kembali Peninjauan kedalam SIPP
kedalam SIPP dan Kembali dan tercatat
mencatat dalam T - SIPP kedalam register
Register - Reqgister
- ATK
Mengarsipkan akta A 4 Akta pencabutan 2 jam | Arsip tersimpan
pencabutan ‘ ) Peninjauan
permohonan Kembali
Peninjauan Kembali

Penjelasan pada kolom Keterangan :
*1  Setelah akta ditandatangani, kemudian akta diberikan kepada Pemohon

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.L.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1474/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

et

DEKA DIANA

IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH
NAMA SOP PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM,
TIPIKOR, PERIKANAN DAN ANAK)

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Pasal 38 — Pasal 46)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

nohWwN =

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana

Negy B b LN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksa Mutu
No  aktivitas Ke
«r | Panmu[ g . | KPN | Persyarata Wakbh Gt
. d- ! nf
1 |Menerim 1 iam | Tanda Terima
& Perlengka
pan
- Permohonan dan
2 |Meneliti "\ 'sao'?tﬂra”"ga‘ 3jam | Permohonan
- Copy dGar lannlk
kelengka penyidik i
Ya TR
- Permohonan dan
lampiranya
- Tanda terima
3 [Membuat A J Tidak g”:l‘?;lona" 3 jam| Konsep
< D erll Pan n
P__enetapan . kelengkapan s
iiin/persetuj ey
4 [uan Knnsen 7 am | Penetap
penyitaan d an yang
a S
| 5 |Mengoreksi v Penetapan 2jam | Penetapan
g
dan Paraf yang sudah yang sudah
Penetapan o S dinaraf
finfpersetujuan | 4
6 neryitagn Penetapan 1iam | Penetap
Menandatangani yang sudah an yang
—J— | diparaf B N -
7 |Mencatat J Paniteramuda | 15™ | togan
edlam Regiter e Terctt
rifer =i el
8 |Mengirim ¥ - Penetapan 3im | Tanda
penetapan - Buku Ekspedisi bkt
ijin/persetujuan
penyitaan
9 | Menyimpan arsip i Berkas 1 har | Arsip
penetapan permohonan dan iiin/persetu
ijin/persetujuan D penetapan ] fpe +
namitaan ilin/narcatiinan ]Uan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1475/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

P

DEKA DIANA

SOP PERMOHONAN PENGALIHAN

RARIAERE PENAHANAN

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Pasal 23)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor,
Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
5-1
D-3
SMU Sederajat

oo W e

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy
Formulir-Formulir

SIPP

G0 SN Y O W

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Pa"i:a
" ™M Majelis
Petugas | Panitera Pidana/ | Panitera | Hakim/ | Fersyaratan/ (..., Output
PTSP Pengganti Tipikor / Hakim Perlengkapan
Perikanan
Menerima surat Permohonan Tidak - Permohonan Permohonan
pengalihan penahanan < Peralihan/ 3 peralihan/
Q penahanan 1jpm | penahanan lengkap
Meneruskan surat permohonan A - ATK Konsep Penetapan
pengalihan penahanan \ - Data SIPP Peralihan /
- Permohonan 23 penahanan
peralihan/ gl
Ya penahanan
Memeriksa dan membuat { - Berkas perkara Menyetujui
pertimbangkan permohonan - Surat Permohonan
pengalihan penahanan pemberitahuan pengalihan/
dari rutan/Surat 1 Har | penahanan
| Keterangan .
rumah sakit /
Jaminan
Mengetik konsep penetapan izin - Konsep surat Penetapan
pengalihan penahanan pengalihan [ peralihan/
penahanan 2jam | penahanan yang
L_ sudah diparaf
Membacakan dan - Permohonan Penetapan
Menandatangani Penetapan v - ATK Peralihan/
pengalihan penahanan - Surat peralihan/ penahanan yang
penahanan yang | 2 jam | sudahdi
l sudah diparaf tandatangani
Menyerahkan Penetapan - Penetapan Tanda terima
pengalihan penahanan kepada Y Peralihan/ penyerahan surat
Pemohon ‘ ’ penahanan yang 1 Hari peralihan/
sudah di penahanan kepada
tandatangani pemohon
- Buku Ekspedisi

Halaman 2 dani 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1476/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI ~

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

g

DEKA DIANA

NAMA SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum,Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

53
s-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

Al e R

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

i il g

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Panmud Ket
Petugas Panitera Pidana / . . Persyaratan /
PTSP Pengganti |Tipikor / Paniera, Hakim Perlengkapan Wiakin Output
Perikanan
Menerima surat | - Surat 1jam |Tanda terima
permahonan pinjam C\A ek permohonan
pakai barang bukti — - Surat kuasa
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Bukti identitas
pemohon
Meneliti kelengkapan L - Surat 2jam  |Persyaratan
permohonan pinjam \ permohonan lengkap
pakai barang bukti - Surat kuasa
apabila pemohon
Ya kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemochon
Memeriksa dan 3 - berkas perkara 1 hari |Menyetujui
mempertimbangkan - Surat pinjam pakai
permohonan pinjam permohonan barang bukti
pakai barang bukti - Surat kuasa
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemohon
Mengetik konsep - berkas perkara 3jam  |Konsep
penetapan pinjam pakai A 4 - Surat penetapan
barang bukti permohonan pinjam pakai
- Surat kuasa barang bukti
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemohon
- ATK
Menandatangani Y Konsep penetapan 2 jam  |Penetapan
penetapan pinjam pakai pinjam pakai barang pinjam pakai
barang bukti T bukti barang bukti
Mengirimkan tembusan - Surat pengantar 3jam |Tanda terima
penetapan pinjam pakai penetapan
barang bukti kepada - Penetapan pinjam
penuntut umum ) pakai barang
bukti
Menyerahkan penetapan i S - Penetapan 3jam |Tanda terima
injam pakai bara pinjam pakai
guj‘(iﬁ g X D barang bukt
- Ekspedisi




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1477/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

DE

NAMA SOP IJIN BEROBAT

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 : Ijin
Besuk)

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal
9) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1989 tentang Tahanan Yang Menderita Sakit (Pasal 9
Ayat 1 (pembantaran/stuiting), Ayat 2 (sakit jiwa))
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14.PW.07.03
Tahun 1983 tentang Pembantaran (Poin 28)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum,Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

DB W

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

NOWU S WN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas

Panmud

Pidana /

Tipikor /
Perikanan

Panitera
Pengganti

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

OQutput

Ket

Menerima surat
permohonan ijin
berobat

Tidak

4

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

1jam

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan ijin
berobat

N

Ya

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

2 jam

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permochonan ijin
berobat

- Berkas
perkara

- Surat
permchonan
Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemchon
kuasa hukum
terdakwa

2 jam

Menyetujui
ijin berobat

Mengetik konsep
penetapan ijin berobat

- Berkas
perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

- ATK

1 jam

Konsep
penetapan
ijin berobat

Menandatangani
penetapan ijin berobat

Konsep
penetapan ijin
berobat

1 jam

Penetapan
ijin berobat

Mengirimkan tembusan
penetapan ijin berobat
kepada penuntut
umum

e

Surat pengantar
penetapan ijin
berobat

3 Jam

Tanda
terima

Menyerahkan
penetapan ijin berobat

Penetapan ijin
berobat
Ekspedisi

3 Jam

Tanda
terima




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1478/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

A

DEKA DIANA

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

NAMA SOP PEMILU

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DIU/PS.00/3/2020 hal persidangan perkara pidana
secara_7eleconference

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum dan Anak
2. SOP Permohonan Ijin Pembantaran

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

Uk e

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Biasa

N R W e

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Biasa

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas  Petugas Panmud Panmud |, _ . | . [KPN/ Persyaratan Ket.

prsp | Swf | PP [ TEOTME Hukum |PaniteraHakim| 4 S Per::"ﬂgkapai Waktu Output

1 | Menerima . - Berkas perkara 1Jam - Berkas
berkas perkara |( ) il - Checklist diterima/

kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist
- Tanda bukti yang sudah
pelimpahan ditandatang
perkara ani petugas
- Penyelesaian
palinglama 7
(tujuh) hari kerja
sejak
pelimpahan

2 | Menglit v - Berkas Perkara 3 jam - Berkas
kelengkapan \ - Cek List Lengkap/tid
berkas lengkapan ak lengkap
perkara, Ya berkas - tanda
termasuk terima
Barang Bukti pelimpahan

berkas

3 | Menginput d - Berkas perkara 1Jam Berkas i
data SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran - Koneksi LAN diberikan
perkara, - SIPP nomor perkara
pencatatan l - Buku register
dalam induk
register

4 | Menyerahkan Y Berkas Perkara 1 Jam Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah
lengkap |

5 | Menetapkan - - Berkas perkara 1 Jam Penetapan
Majelis I - siep penunjukan
Hakim/Hakim - Hakim Khusus Majelis/Hakim

r ’ Pemilu

6 | Menunjuk v - Berkas perkara 1Jam | penunjukan PP
Panitera - SIPP
Pengganti (PP) -

7 | Mencatat ‘, - Berkas perkara 1Jam | Register
penunjukan - Penetapan Manual dan
Hakim dan PP penunjukan SIpPp
ke dalam Buku Hakim dan PP.

Register dan - SIPP
SIPP

8 | Menyerahkan - Berkas perkara 1 Jam Ekspedisi
berkas perkara v - Penetapan
kepada Majelis
Hakim untuk
dibuat l
Penetapan hari
sidang

9 | Membuat - - Berkas 1Jam - Penetapan *1
Penetapan - SIPP penahanan
hari sidang - Penetapan

T Hari Sidang
Pertama

10 | Menyerahkan - Pen. Penahanan 3Jam Ekspedisi
penetapan h 4 - Penetapan Hari
kepada staf I Sidang
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
dan SIPP

11 | Proses Y Berkas Perkara 5 - BA Sidang
persidangan Hari - Putusan

12 | Penyusunan ¥ Berkas Perkara 3 jam BAS yang *2
BAS - Konsep BAS sudah ditanda

tangani oleh
Hakim dan PP
r

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas  |Petugas Panmud Panmud F .| KPN/ Persyaratan/ Ket.
prsp | S@f | FP | ‘niiana | Hukum |P2niterajHakimio. ool poriengkapan | Waktu g

13 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
BAS lengka - BAS lengka m nyerahan
untuk <R - Ekspedngi 2 te ggfkyga
penyusunan penyerahan
Putusan berkas

L

14 | Sidang g L 7 - Berkas Perkara Jjam Putusan yang
pengucapan - Putusan sudah ditanda
putusan tangani
Majelis [ |

15 | Mengetik v - Berkas Perkara 3jam | Petikan
petikan - Putusan Putusan
putusan L

|

16 | Penyampaian A 4 Petikan  Putusan | 3Jam - Ekspedisi *3
petikan dan Siap dikirim - Tanda
salinan terima
putusan kpd I penyampaia
Penyidik, JPU, n petikan/
Terdakwa, salinan
KPU/KPUD dan
Lapas

17 | Penyelesaian Berkas perkara 7 Hari Berkas perkara
berkas perkara

18 | Menelit Berkas perkara 3 Hari Berkas perkara
kelengkapan Tidak lengkap lengkap
berkas perkara

r—l

19 | Menerima - Berkas perkara| 2 har Berkas perkara
berkas dan lengkap lengkap
meneliti Ekspedisi
kelengkapan /
berkas perkara Ya

20 | Melakukan v Berkas perkara 1 hari Berkas perkara
penijilidan lengkap lengkap sudah

l_ dijilid

22 | Menginput b - Berkas perkara 1 Hari Tanggal
tanggal 1 - Checklist minutasi telah
minutasi pada kelengkapan diinput pada
sipp dan berkas SIPP dan telah
dicatat l - Ekspedisi tercatat pada
kedalam Buku register register
register

23 | Menyerahkan ¥ - Berkas Perkara 3 hari BA Penyerahan
berkas ke D yang sudah berkas
Panmud Berkekuatan Arsip perkara
Hukum Hukum tetap

- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1  Penetapan penahanan jika ada

*2  BAS harus selesai sebelum sidang berikutnya

"3

Petikan Putusan disertakan seketika setelah pengucapan putusan

Halaman 3 dari 3




